
PEMERINTAH K A B U P A T E N R O T E NDAO 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 17 TAHUN 2 0 0 5 

TENTANG 
P E R U B A H A N ANGGARAN P E N D A P A T A N DAN 

B E L A N J A D A E R A H 
TAHUN ANGGARAN 2 0 0 5 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHA E S A 

B U P A T i R O T E N D A O , 

Menimbang a. bahwa dengan adanya kebijakan Pernerintah pusat dan atau 
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian 
akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang 
ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan 
Kebijakan Umum APBD s e l a Strategi dan Pricritas APBD 
telah flilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 
2 Mei 2005; 

b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Mengingat 1. Undang - Undang Nonior 64 Tahun 1958 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dcin Nusa Tenggara Timur (Lenibaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1958 Nomori 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik'fndonesia Nomcr 1649); 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Necjara Repubiik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubiik IndonesiaTahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4048 ) ; 
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4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentarg Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Repubiik Indones'a Tahun 1997 Nomor 44, Tam.bahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3688 ), 

5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolufli Dan Nepoiitim© (Lembaran Nogara Repubiik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembar:an Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 3851) ; 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Progiam 
Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 3952) ; 

7^- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 4184) ; 

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003,tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 4286) : 

9. Undang ~ Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
4 3 8 9 ) ; 

10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Fengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 4400); 

11 . Undang - Undang Nomoi 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republtk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 4437); 

12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara F^epubltk Indoi'iesia Tahun 2004 
Nomor 126, T«mbahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 4438) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nonior 84 Tahun 2001 (Leinbaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157. 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
4165 ) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
4 0 2 2 ) ; 
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15. Peraturan Pemenntah Nomor 107 Tahun 2000 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

_ Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia 4024} ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomoi 108 Tahun 2000 tt^ntang Tata 
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 

•Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
4027) i 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara RepubKk Indonesia Nomor 4028); 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 4138); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 4139), 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Penwakilan Rakyat Daerah (Lembarari Niagara 
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4416); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nonior 29 Tahun 2005 Tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4513); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan dan Pertanggungjawaban 
serta Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Pelsksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Penoapatan dan Belanja Daerah; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengajuan,. Penyerahan Laporan 
Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 
2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 
2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
1 ahun Anggaran 2005; 

26. Keputusan Dewan Penvakiian Rakyat Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Nomor 17/DPRD/RN/2004 tentang Peraturan Tata 
Tertib Dewan Pervyakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote 
Ndao; 

27. Keputusan Dewan Pewaki ian Rakyat Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Nomor 04/II/DPRD/RN/2005 tentang Persetujuan 
Penetapan Perubahan Anggaran Pendcipatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005. 
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Dengan Persetujuan B e r s a m a 
D E W A N P E R W A K I L A N R A K V A T D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 

dan 

B U P A T I R O T E NDAO • 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan P E R A " U R A N DAERAH K A B U P A T E N R O T E NDAO TENTANG 
P E R U B A H A N ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2005 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas: 

1 Pendapatan 

a Semula Rp. 130.073.509.025,-

b. Bertambah Rp. 5.771 296.081,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 135.844.805.106,-

2, Belanja 

a. Semula Rp, 121.534,524.005,-

b, Bertambah Rp. 12.642.149.430.-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 134.176.673.435.-

Surplus/f©^f4si^ setelah Perubahan Rp. 1.668.131,671,-

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp, 3,150.032,749,-

2) Bertambah Rp. 25.814 671.194.-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 28.964.703.943,-

b. Pengeiuaran 

1; Semula Rp. 11.689 017.7(59.-

2) Bertan-ibah Rp. 18 943 817.845.-

Jumlah Pengeiuaran setelah Perubahan Rp. 30.632.835.614,-

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan fRp. 1.668.131 671,-) 

V 
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Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Pe-iibahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum da'am Lampiran Peraturan Daerah 
ini yang terdiri dari ; 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

2. Lampiran II i^incian Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, 

3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Berdasarkan Bidang 
Pemerintahan dan Unit Organisasi Peranckat Daerah; 

4. Lampiran IV :* Daftar Jumiah Pegawai Per Golongar dan Per Jabatan; 
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah; 
6. Lampiran Vl : Daftar Pinjaman Daerah; 
7. Lampiran Vll : Daftar. Investasi Daeran. 

Pasal 3 ' , 

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Par,al 4 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan. Bupati menstapkar; Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 5 I 

Peraturan Daerah ini iriulai beriaku pada tangga! diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah . 

Ditetapkan d; Baa 
pada ^anggal 2 Desember 2O05 

N D A O , 

^'^f^^Q^h^Vi^W^ E H E: Vli A 

Diundangkan di Ba 'a 
pada tanggal 2 Desember 2005 

: T A R | / D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO, 

l2).D-hiEN0RiCUS J A C O B 

ARAN t JAERAH K A B U P A T E N R O T E NDAO TAHUN 2005. 
WlQJJ,^' S E R ' A NOMOR 003 
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